SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN

Menimbang

Mengingat

DAN STANDAR HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa dalam upaya pelaksanaan tertib administrasi

pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah
khususnya perencanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2017 agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna, perlu menetapkan Standar Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standar Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2017;

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan kebutuhan
dan pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan
standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya
pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang
jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium,
Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2017;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan  Presiden Nomor 54  Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4);

Peraturan Bupati Demak Nomor 15 tahun 2008 tentang
Pedoman Teknis Penglolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN
DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR
HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Demak.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Demak.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Demak.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Badan, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah,
Kantor, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak.

. Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai

patokan atau pedoman.

. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan

sebagai pedoman penghitungan kebutuhan biaya kegiatan,

baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan, dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa

merupakan Pembakuan harga barang sesuai jenis,

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu

yang digunakan sebagai pedoman perhitungan kebutuhan

anggaran dalam penyusunan:

a. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan

b. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan/Perawatan
Barang Milik Daerah (RKPBMD) dan Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Harga satuan adalah nilai suatu barang yang diukur

dengan satuan.

Patokan harga adalah ukuran harga/ukuran nilai.



13. Patokan harga kendaraan bermotor adalah berdasarkan
Goverment Sales Operation (GSO) yang dikeluarkan oleh
Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) /Main Dealer.

14. Harga per m? (meter persegi) untuk pengadaan tanah
adalah penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)/harga
pasar/hasil penilai independen harga tanah (Appraisal).

15. Buku teks pelajaran adalah buku panduan pendidik, buku
pengayaan dan buku referensi

16. Obat-obatan generik adalah obat yang telah habis masa
patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua
perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti.

17. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin
dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi
tubuh.

Pasal 2

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan,
dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah  Kabupaten Demak Tahun 2017 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan,
dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan
sudah termasuk Pajak yang berlaku sebagai pedoman
penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2017, kecuali
untuk lokasi yang memerlukan transportasi tambahan.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan  barang
berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat
pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui
harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta
dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka
mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 5

Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor
operasional dinas ditetapkan berdasarkan Goverment Sales
Operation (GSO) yang dikeluarkan  oleh Agen Tunggal
Pemegang Merk (ATPM) / Main Dealer.

Patokan harga untuk suku cadang berdasarkan harga
yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk
(ATPM).

Patokan harga per m? (meter persegi) untuk pengadaan
tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) /
harga pasar/ hasil penilai independen (appraisal).

Buku teks pelajaran pendidikan dasar, menengah, dan
perguruan tinggi, buku panduan pendidik, buku
pengayaan dan buku referensi potokan harganya sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku.

Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan
selain tersebut pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan pada
harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman
pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan
untuk obat obatan paten (non generik) berpedoman pada
harga yang dikeluarkan oleh distributor resmi obat;

Patokan harga satuan untuk alat kesehatan ditetapkan
berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh distributor resmi
alat kesehatan.

Patokan harga bahan material yang memerlukan biaya
transportasi tambahan disesuaikan dengan harga lokasi
pekerjaan.

Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan berpedoman
pada ketentuan harga yang ditetapkan
Pemerintah /Lembaga Non Pemerintah.

Pasal 6

Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan,
dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, menjadi acuan bagi semua Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak dalam menyusun anggaran.



Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan anggaran berjalan terdapat kenaikan
harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang
berdampak nasional maka pengadaan/pembelian dilakukan
sesuai dengan harga yang berlaku/harga pasar dengan
memperhatikan informasi dari Instansi yang berwenang dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam hal terdapat kegiatan dan honorarium, biaya
pemeliharaan, dan pengadaan barang/jasa yang sangat
dibutuhkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas,
pokok, dan fungsi dan belum diatur dalam Peraturan Bupati
ini, standar biaya dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

ttd
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 11 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 31

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001



